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DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI
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NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN
DARI BAWAS (PENGADILAN NEGERI)

01/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026

2 | SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI

SENGADILAN NEGERI 02/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
3 | SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 03/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
4 | SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL 04/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
5 | SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT 05/KPN.W14-U27/0T.1.6/V/2026

PERKARA
6 | SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN

SURVEY PERSEPSI ANTI  KORUPSI  (SPAK) 06/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI
7 | SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN

7/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/202

(WAARMEKING) 07/ U27/0T.1.6/1v/2026
8 | SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI

APLIKAS| ERATERANG 08/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
9 | SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN 09/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
10 | SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN

CEBERATAN PENGADILAN NEGERI 10/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
11 | SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA

CEBERATAN PENGADILAN NEGERI 11/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
12 | SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4

BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN 12/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026

NEGERI
13 | PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS

PERKARA PENGADILAN NEGERI

13/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
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PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. | Kab. Nganjuk
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NOMOR SOP 01/KPN.W14-U27/0T.1.6/V/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 20 April 2026

PTGL. EFEKTIF 20 April 2026

DISAHKAN OLEH Per:g.at_ifij,éﬂ'hlegé'rij

- Kgl &=

OKI BASUKI RACHI

NAMA SOP T
PENDELEGASIAN DAR} BAWAS

PEHANGARAH..PENGTUAN
(PENGADILAN NEGER

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

10.

11,

2.

13.

14.

1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 489 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kall
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Afas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparafur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan SOP Kepaniteraan Hukum
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
122[KMAISKIVINZ013 tentang Kode Efik dan Pedoman
Perilaku Panitera dan Jurusita.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor:
01/Maklumat/KMA/IXf2017  tenfang Pengawasan dan
Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya.

Keputusan Bersama MNomor O047/KMA/SKBIV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

SOP Kepaniteraan Hukum

PERINGATANICATATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak

dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. 8-3 Hukum

2. §-2 Hukum

3, 51 Hukum

4. 5- 1 Sistem Komputer
5. SMU

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1, Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4, Alat Scanner

5. Buku agenda surat masuk

6. Register Pengaduan

7. Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
8. Aplikasi SIWAS

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik

ganjuk Kelas IB

AT, SH., MM.MH




15.

18.

17.

Keputusan Bersama Nomor O2PB/MA/IX2012 &
02/PBIP.KY/08/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 ftentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJUISK HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.




SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NEGERI)

i Pelaksana Mutu Baku
| |
No Aktivitas : — Pasiiid Sele‘;tnal'ls pa:l'lgm Sustn Waktu Output Keterangan
[ Hukum | Pemeriksa . Perdengkapan
1. |Menerima delegasi dari Aplikasl SIWAS 1jam |SKtim *
BAWAS dan membentuk Tim | | pemeiiksa
pemetiksa |
—1 | |
2. |Mengisi register pengaduan L J [ - Aplikasi SIWAS 1jam |Register
| - Register pengaduan |
| [ pengaduan telah teris!
- 1 " |
3. |Membuat rencana kerja [ l - Surat 2 jam [Rencana kerja
pemeriksaan berdasarkan hasl| i pengaduan pemeriksaan 1
telaah BAWAS dan substans! [ - Surat
pengaduan penunjukan Tim
! | pemeriksa |
- Telaahan ;
| . BAWAS
- ATK
1 T "
| 4. |Membuat dan mengirim surat ' + |- Rencana kerja 2jam | Surat
\penaggllan kepada pelapor, pemeriksaan panggllan
|terlapor, saksi dan pihak | |~ Konsep Surat
terkait atas nama tim pangallan
pemerksa | 1 - AT
5. |Pemeriksaan pelapor, terlapar, L 4 - Konsep BA 7 Hari [BA
saksi dan pihak terkait | pemeriksaan Pemeriksaan
| — Ruang
| Pemeriksaan
| ' | |- ATK
M CE— | - I — - i — —
6. |Mengunggah SK Tim X - BApemerksaan | 1jam [BA
pemerfksa dan berita acara | . |~ SK Tim pemeriksaan
pemeriksaan ke aplikast i | Per!lerlfssa dan SK Tim |
SIWAS MARI [ — Aplikasi SIWAS Pemerfksa
- |- ATK sudah |
diunggah padal
| . o | aplikasl SIWAS
| 7. |Membuat dan menyerahkan 4 — Berita Acara 3 har | Laporan hasll
Laporan Hasll Pemeriksaan Perm_e-riksaan pemeriksaan
! kepada Ketua/ Wakil Ketua — Bukti-bukti telah dl\_‘,anda
Pengaditan Tinggl | terkait Tangani
, - ATK |
8. |Membuat rekomendasi dan 1 e EHH;E Acara 2 hari :ekusrm:tdasl
! | i an Sur [
frrem pengear - Rekomendasi Pengantar
| . | dari Tim
ﬂ
9. |Mengunggah Laporan Hasll l Aplikasi STWAS 1jam |Laporan hasil
Pameriksaan ke aplikasi | | Laporan Hasll pemeriksaan
SIWAS MARI dan mencatat | ﬁll{:ﬁeukgn 1 sudah }fl
ik mpuian urgoa
dalam reqister penigaduan | | st p i
rekomendasinya SIWAS dan
| | | ATK tercatat di
register
| | pengaduan
10. [Menairim hasil pemeriksaan | ' |- Laporan Hasil 1jam |Lapoian Hasl
Pemeriksaan Pemerlksaan
| beserta telah
kesimpulan dan disampaikan .
| rekomendasinya |
yang telah
ditandatanagani
I |- Aplikasi STWAS

Penjelasan pada kalom keterangan :

6

Bawas dapat mendelegasikan penanganan pengaduan pada Pengadilan Tk Banding



NOMOR DP

01/KPN.W14-U27/0T.1.6/Iv/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVIS] 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
S/ DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri "Q,QIQ:F._KeiaS iB
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA /) N
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM 7 f =
PENGADILAN TINGGI SURABAYA {
PENGADILAN NEGERI NGANJUK l : F %
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk Y . L
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email s OKI BASUKI RACHMAT, S.H., MM..MH
NAMA DP PENANGANAN PENGADUAN = .
PENDELEGASIAN DARI BAWAS
(PENGADILAN NEGERI)
Hari & Masalah yang Tanda .
9 mat Penjelasan Ket
Ko Tanggal Hama Pangadu Alama Diadukan Tangan ’




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
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PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Demmojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec, { Kab. Nganjuk
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NOMOR SOP 02/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026

TGL, PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 20 April 2026

PTGL. EFEKTIF 20 April 2026

DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B
o Kefly

L7

- o - .l
OKI BASUKI RACHMAT, s.l.i:, MM.M.H

NAMA SOP PENANGANAN PENQADUAN
INISIATIF SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang MNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

2. Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawal Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 fentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor @ Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 1 Tahun 2025 ientang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

11.Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

12.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl  Nomor
122/KMA/SKIVIII2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman
Perilaku Panitera Dan Jurusita.

13.Maklumat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor:
01/Maklumab/KMA/IX/2017  tentang Pengawasan dan
Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya.

14.Keputusan Bersama MNomor 047/KMA/SKB/IVI2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman
Perilaku Hakim.

15. Keputusan Bersama  Nomor  02/PBMA/NX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik
Dan Pedoman Perilaku Hakim.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

17.Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Hukum

PERINGATAN/CATATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak
dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.83
2.52
3. 51
4. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4, Alat Scanner

5. Buku agenda surat masuk

6. Register Pengaduan

7. Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
8. Aplikasi SIWAS

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik




SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim Ket
Petugas Meja |  Panmud Hakim Persyaratan [
Pengaduan |Hukum [ Staf| ‘PN | WKPN | o taah |Pemeriksa| o ongiapan [ Waktu | Output
1. | Menerima pengaduan - Formulir Lhari | Pengaduan
masyarakat/Pelapor dalam ‘ ' Pengaduan diterima dan
bantuk lisan, tertulis - Register tercatat
maupun elektronik dan Pengaduan dalam
menyerahkan formulir - Surat Renister
pengaduan dan mencatat Pengaduan
register pengaduan serta
menginput pengaduan
2 | Mengis register dan L 4 - Aolikasi 1jam Tanda terima
menyiapkan lembar teiaah SIWAS berkas
- Buku pengaduan
ekspedisi
I - Berkas
pengaduan
- ATK
3. | Menerima berkas - Berkas ijam |- Tanda
pengaduan dari Panmud  J pengaduan terima
Hukum dan menunjuk - Buky berkas
hakim penelaah ekspedisi pengaduan
- ATK - Surat
Penunjukan
Hakim
Penelaah
5. | Melakukan penelaahan - Berkas 7han | Laporan Hasil
h 4 pengaduan tefaah
- Su'!
penunjukan
+ Lembar
i = ATK
6. | Menerima dan memeriksa - berkas 1 hari Pendapat bt |
has telash ‘ pengaduan WKPN
- hasil telaah terhadap
ATK hasil telaah
7. | Menentukan tndaklanjut ~ berkas Lhari | Penunjukan
hasil telaah pengaduan tim
 hasil telaah
Tidak - ATK
8. | Menunjuk im pemeriksa | - Berkas tjam | Penunjukan
uan tm
I~ Hasil telaah pemeriksa
- Pendapat
! KPN/WKPN
9. | Membuat rencana kerja — Surat 2jam | Rencana
pemerksaan berdasarkan pengaduan kerja
hasil telaah hakim penelagh = SKTim pemeriksaan
dan substarsi pengaduan Pemeriksa
= Laparan
hiasil telash
- ATK
10. | Membuat dan mengirim . - ATK 7 Harj | Swrat
surat peragilan kepada panggilan
pelapor, terlapor, saks dan
pihak terkait atas nama tim
pemeriksa
11. | Pemeriksaan pelapor, - Surat 1jam | BA
terlapor, saksi dan pihak h 4 pangailan pemeriksaan
terkait = SKTim
Pemeriksa
— Aplikasi
SIWAS
- ATK
12. | Mengunagah SK Tim - BentaAcara | 3hai | Laporan hasi
pemeriksa dan berita acara Y Pemeriksaan pemeriksaan
pemeriksaan ke aplikasi ~  Bukti-bukti dan .
SIWAS MAR] terkait rekomendasi
- Aplikasi telah ditanda
SIWAS Tangani
- ATK
A 4




SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI

Pelaksana Mutu Baku
Mo Alctivitas ; Tim
Petugas Meja |  Panmud Hakim Persyaratan / | Waktu
Pengaduan |Hukum / Staf| *PN WKPN | penelaah | Pemeriksa| paengkapan Hatpuk
13. | Membuat dan menyerahkan - BertaMcara | 2 hai | Telah
Laporan Hasil Pemeriksaan - LHP Rekomendasi
kepada Wakil Ketua Tim
Pengadilan Negeri Pemeriksa
14. | Menyampaikan laporan hasi - BeritaAcara | g | Persetujan
pemeriksaan kepada Ketua - LHP Rekomendasi
Pengadilan Negeni - Telaah Tim
Rekomendasi Pemeriksa
Tim Surat
Pemerksa Pengantar
KPN
15. | Menqunagah Laporan Hasi - Aplikasi tjam | laporan hasi
Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS pemeriksaan
SIWAS MARI dan mencatat h 4 - Laporan Hasil sudah di
dalam register pengaduan Pemeriksaan unggah
berikut pada aplikas
kesimpulan SIWAS dan
dan tercatat di
rekomendasi reqister
mya pengaduan
- ATK
16. | Arsip | Laporan Hasl 1jam | Derkas
Pemeriksaan terarsipkan
_.C) berikut dengan baik
kesimpulan
dan
rekomendasi
Surat
Pengantar
Penjelasan pada kolom keterangan :

1  Dalam hal tidak terindikasi laporan diarsipkan, bila terindikasi maka ditindaklanjuti.




NOMOR DP

02/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
sl DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA i
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.naanuk@amail com i
NAMA DP PENANGANAN PENGADUAN
INISIATIF SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
Hari & Masalah yang Tanda
K
No. Tanggal Nama Pengadu Alamat Diadukan Tangan Penjelasan et




NOMOR SOP D3/KPN.W14-U27/0T 1.6/1vf2026
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL, REVISI 20 April 2026
{7 PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
g ) 4 DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeseblganjuk Kelas 1B
MAHKAMAH AGUNUELEK INDONESIA - ¢ &
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA |
PENGADILAN NEGERI NGANJUK | ' : , .
Jalan Dermajoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk | .
Website: www.pn-nganjuk.go.id Emal: pn.noaniuk@aqmaii som OKI BASUKI l' MAT, S.H., MM. M.H
NAMA SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechireglement voor
de Buitengewesten (REg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana felah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nemor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl
Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Afas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tala Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elekironik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nemor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 fentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor
1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

11.Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan
Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik,

12.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomoer 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

13.Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
2, SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak
terlaksana dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.53
2.82
3.81
4.D-3
5. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1, Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.




SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

Pelaksana Mutu Baku
' Aktivita N '
| No s
Staf
Petugas | Panmud Persyaratan/
| Panmud Panitera Kasir Waktu Dutput
erlengk
PTSP Hukam Hukum P ngkapan
Menerima | ~ Asli dan 1 Jam Tanda
| permohonan | Tidak Salinan/Foto terima
pendaftaran Surat D‘ | . copy Surat pendaftaran
Kuasa Kuasa,
— Foto copy Kartu
Advokat,
— Foto copy Berita
| : Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
| Tinggi
! - ATK 4l
| 2. | Meneliti kelengkapan | — Asli dan 1 Jam Berkas
permohonan Salinan/Foto permocharan
pendaftaran surat copy Surat pendaftaran
kuasa dan Kuasa, surat kuasa
membububi paraf | — Foto copy Kartu lengkap
' Advokat,
| ~ Foto copy Berita |
Ya Acara
Penyumpahan
! dari Pengadilan
i Tinggi
[ — Tanda terima
pendaftaran
| - ATK _ 3N
3 Memberi cap dan - ?k;at&aknmsasa yang 1 Jam ;ami‘t Kuasa
mencatat Surat a n
Kuasa yang didaftar ~ Cap Pendaftaran, tercatat
ke dalam Buku — Buku Register | dalam
Register Pendaftaran Surat Kuasa register
Surat Kuasa - ATK
4, | MEm'ﬁi paraf pada -_Séu_kriat ﬂ;;::;'.a vang | 1Jam 'gjlg:t Kuasa
surat kuasa yan a n
sudah disiapﬂng 4 - Cap Pendaftaran tercatat
- Buku Register dalam
! Surat Kuasa register
- ATK
[
4. | Menandatangani = Asli dan salinan 1lam | Surat Kuasa
pendaftaran surat Surat Kuasa yang telah ditanda
| kuasa & telah diregister tangani
| dan di cap |
stempel |
- pendaftaran surat |
kuasa yang telah |
dibubuhl cap
!

5. Memungut dan | I - Permohonan 1Jam . Disetor PNBP
 menyetor mmrrﬁ:n | F;upmdaﬂaan surat | ?pﬁ:jt w;!.(]m
Negara Bukan Paja asa - Tanda terima
|(PNEP) ¥ __ -Buku Etoksged[sl penyetoran

penyetoran
‘ PNBP/Buku Induk |
HHK
~ Buku Kas Bantu

6. Menyerahkan Surat W ' . Surat Kuasayang | 1Jam  Tanda
Kuasa yang telah ‘ sudah didaftar terima
didaftar kepada penyerahan
Pemohon i surat kuasa

| | - 1

7. | Mengarsipkan salinan Salinan Surat flam  Arsip
surat kuasa . Kuasa

|
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NAMA DP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

No. | No. Surat Praktek
Urut Khusus Advokat

Tanggal
Pendaftaran

Nama Penerima /
Pemberi Kuasa

No.
Perkara

. PK/
Banding | Kasasi Eksesuai Ket




NOMOR SOP 04/KPN.W14-U27/0T.1.6/1v/2026
A\ TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
. PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
-' DISAHKAN OLEH Pengadiian Negeri Nganjuk Kelas 1B
ey a
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA -
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK J
Jalan Dermaojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk :
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganjuk@gmail.com OKI BASUKI RAGHMAT, SH., MM MH
NAMA SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA
INSIDENTIL
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechireglement voor | 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana

10.

1.

12.

13.

14.

de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2025 fentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elekironik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Adas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparafur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor
1 Tahun 1971 fentang surat kuasa Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
KMAJ032/SK/IV/2006 tentang Pemberiakuan Buku |I tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
363/KMAJSKIXII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan
Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elekironik.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/l/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Catatan : disesuaikan dengan volume perkara pada pengadilan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak
terlaksana dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.83
2,52
3. 51
4.D-3
5. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.




SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
| Pﬁ;;" Panmud Fenud | panitera |  KPN ::;:::m Waktu | Output Ket
‘ | ukum
1. | Menerima berkas | - Permghonan ljin | 1Jam Kelengkapan
Surat Tidak Kuasa Insidentil surat ifin
Permohonan ljin - Surat kuasa
Kuasa Insidenti | kelerangan dan insidentil yang
| kepala sudah
i desakelurahan/ dicheckiist
! alasan
' — Buku register
— Checklist
_— - ATK
| 2 Meneliti - Aslidan 3Jam Berkas
| | kelengkapan SdlinanFoto permohonan
[ permohonan surat copy Surat ijfin surat ijin
ifin kuasa Kuasa insidentil kuasa
insidentil dan - Surat insidentl
membubuhi paraf keterangan dari lengkap
Ya kepala
desakelurahan/ |
alasan
— Tanda terima
pendaftaran
p—_ = Am -
| 3 Membual konsep - Pemmohonan 1 Jam Konsep
surat ijin kuasa surat ijin kuasa | surat ijin
insidentil h 4 insidentil | kuasa
- Kelengkapan insidentil
persyaratan
- ATK
4. Memeriksa - Konsep Surat 1Jam Konsep
kansep Surat fjin liin Kuasa Surat ljin
Kuasa insidentil L Insidentil Kuasa
dan memberi - Kelengkapan Insidentil
' | paraf surat ijin kuasa yang
——— insidenti sudah
- ATK | diperiksa
| kelengkap
| | annya
5 | Menerima dan ; — Konsep Surat ljin | 1Jam Surat jjin
' | memberi paraf L ] | Kuasa Insidentil | kuasa
konsep surat fjin yang sudah | insidentil
kuasa insidentil diperiksa yang
kelengkapannya ‘ sudah
| — ATK diparaf
& | Menandatangani — Surat jin kuasa ; 1 Jam Surat ijin
| sural ijin kuasa nsidentil yang kuasa
insidentil sudah diparat insidentil
- ATK | sudah
ditanda
| tangani
7. | Mencatat Surat ~Surat jin Kuasa ' _
ijin Kuasa insidentil | 13am |- Suratijin
insidentil kedalam v ~ATK | kuasa
i insidentil
buki ks | fercatt
pembenan ijin | dalam
Kuasa Insidentil ; | register
|
! |
B. |Memungut dan - Permchonan 1Jam | Disetor
menystor iin kuasa PNBP tepat
Penerimaan insidentil waktu
\Negara Bukan - Buku Ekspedisi -Tanda
|Pajak (PNBP) penyetoran terima
PHNBP/Buku penyetoran
Induk HHK
- BukuKas

Bantu




SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL

Mo

| 10.

Aktivitas

Menyerahkan Sural
Kuasa yang telah
didaftar kepada
Pemohon

Mengarsipkan
berkas
Permohonan Surat
[jin Kuasa
Insidentil, dan
salinan Surat ljin
Insidentil

Pelaksana Mutu Baku
; Ket
Staf
Petugas | Panmud Persyaratan/
Panmud Panitera KPN Waktu Output
PTSP Hukum | Hukum Perlengkapan
. - Surat Kuasa 1Jam |Tanda
yang sudah terima
didaftar | penyerahan
surat kuasa
|
- - Salinan Surat | 1Jam Arsip surat
liin Kuasa ifin kuasa
Insidentil, insidentil
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NAMA DP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA
INSIDENTIL 1 F :
No. | No.ljin Tanggal Nama Penerima / No. , .
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NOMOR SOP 05/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/12026
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
\ 7 DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
" iy
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TPNE AN
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM y
PENGADILAN TINGGI SURABAYA :
PENGADILAN NEGERI NGANJUK .
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk ‘1 a1 e
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganuk@gmail.com OKI BASUKI-RACHMAT, SH., M.M.,M.H
NAMA SOP SURAT KETERANGA h IDAK TERSANGKUT
PERKARA o
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1

10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana lelah beberapa kali diubah ferakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
MNomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi MNomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2016
tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Keputusan Ketua Mahkamah  Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku |l tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJUISK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP fidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak
terlaksana dengan baik

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1.83
2.5-2
3. 81
4.0-3
5. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Registrasi Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara.




SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

No

PELAKSANA MUTU BAKU
i
AKTIVITAS Staf [ Kset
ol | figaa Panmud | panitera | KPN Eﬁﬁ;’gﬂ;‘; Waktu = Output
‘ Hukum
i Menerima berkas Pemmohonan 1 Jam Kelengkapan
Surat Tidak Tidak surat
| Permohonan Tersangkut permohonan
| Tidak tersangkut | Parkara \yang sudah
| perkara D‘\ SKCK dicheckist
Surat
Pamyataan
fidak pernah
dijatuhi pidana
| Buku register
Checklist
ATK | |
Meneliti Asli dan 1Jam  |Berkas
kelengkapan Salinan/Faoto |permohonan
| permohonan copy Surat ‘ |berikut
Tidak tersangkut permochonan kelengkapann
Parkara SKCK | ya
Surat
Pemyataan
va fidak pernah
dijatuhi pidana
| Tanda terima
| persyaratan
| ATK ,
| Membuat konsep Permohonan | 1Jam | Konsep
| surat keterangan surat surat
lidak tersangkut W keterangan keterangan
perkara tidak tersangkut lidak
perkara tersangkut
o=
Kelengkapan perkara
persyaratan ,
ATK
Memeriksa Konsep Surat | 1Jam  |Konsep Sural]
konsep Surat keterangan [ |keterangan
keterangan tidak # fidak tersangkut | {tidak
tersangkut perkara (tersangkut
perkara dan Kelengkapan |perkara
member paraf surat 'Yang sudah
keterangan diperiksa
tidak tersangkut ‘kelengkapan
perkara ya
B ATK
Menerima dan Konsep Surat 1Jam Surat
member parafl keterangan tidak keterangan
konsep surat Y tersangkut tidak
keterangan lidak perkara yang tersangkut
tersangkut sudah dipenksa ! perkara
| perkara kelengkapannya ‘ yang
ATK sudah
— | diparaf
Menandatangani Surat 1Jam ‘ Surat =t
surat keterangan keterangan keterangan
tidak tersangkut _LI tidak tersangkut tidak
perkara perkara yang lersangkut
sudah diparaf perkara
ATK sudah
ditanda
- tangani
| Mencatat Surat [ | Surat
keterangan tidak i ' kelerangan 1Jam | Surat
| tersangkut fidak tersangkut keterangan
perkara kedalam ‘ IJ' perkara tidak
| buku register tersangkut
| | - ATK perkara
| | tercatat
f ‘ dalam
; | register
Memungut dan , v Permohonan 1Jam |- Disetor
menyelor | sural | PNBP tepat
Penenmaan I keterangan wakitu
Megara Bukan tidak tersangkut - Tanda
Pajak (PMBP) perkara | lerima
Buku Ekspedisi | penyeatoran
penyetoran
PMNBP/Buku
| Induk HHK




SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

| No

10,

' Menyerahkan

Surat keterangan

| fidak tersangkut

perkara
kepada Pemohon

I Mengarsipkan

berkas
Permehonan
Surat keterangan
lidak tersangkut
perkara

Penjelasan pada kolom kelerangan |
*1  Untuk surat keterangan tertentu ditanda tangani oleh Panitera

PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas | potl | Panmud | b | ey Persyaralan/ | oy | Output
PTSP H Hukum Perlengkapan |
ukum
Sural keterangan Llam | Tanda
tidak tersangkut terima
| perkara penyerahan
surat
keterangan
| tidak
| tersangkut
-1 | perkara
Salinan Surat 1Jam Arsip surat
keterangan tidak | keterangan
tersangkut perkara fidak
i ! tersangkut
perkara
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NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 fentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Momor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 fentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 fentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 fentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004  fentang  Pedoman  Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah.

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMA/SK/II2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 ftentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1365/DJUISK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di
Bawahnya.

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1060/DJUISK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Hukum

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan masyarakat tidak dapat

diukur

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1,82
231
3.D3
4. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Questioner Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian




SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA

LAYANAN PENGADILAN NEGERI
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Panmud| Sekreta Panitera | Tim Survey WKPN KPN | Persyaratan /| Waktu Output
Hukum Kepuasan Perlengkapan
Masyarakat
Menyusun konsep Tim L ATK 1Jam |Konsep Tim
Survey Survey
- .
Meneliti dan L Konsep Tim | 1Jam |Kansep Tim
memberikan paraf Survey Survey sudah
pada konsep tim - ATK di paraf
survay
Ya
Penandatanganan SK - Konsep Tim | 1Jam |SK Tim Survey
Tim Survey Survey yang
] sudah di paraf]
- ATK
Menyusun rencana L SK Tim 1 Hari |Jadwal b |
prograrm Survey Pelaksanaan
Pelaksanaan SKM dan h 4 L Aplikasi Survey dan
SPAK SISUPER biaya
- Proposal
Survey
- Data
pendukiing
- Haslil survey
sebelumnya
- Konsep jad
pelaksanaan
- Customer
Base
L ATK
Memeriksa rencana Tidak - Aplikasi 1jam |Rencana
program pengukuran SISUPER program
SKM dan SPAK serta - Rencana pengukuran
memberikan paraf program SKM dan SPAK
pengulkuran yang telah
SKM dan diparaf
SPAK
L ATK
Memberikan L Aplikasi 1jam |Persetujuan
persehujuan SISUPER ipelaksanaan
pelaksanaan SKM dan - Data SKM dan SPAK
SPAK pendukung
Ya yang
diperlukan
untuk
melakukan
survey
L ATK
Mempersiapkan sarana - Aplikasi 2 Jam | Tersedianya
dan prasarana SISUPER aplikasi
pelaksanaan survey - Layar monitor beserta layar
5 - ATK manitor
Mendistribusikan dan L 4 - Link aplikasi | 3 Link aplikasi
mengkomunikasikan SISUPER Bulan | sudah
link aplikasi SISUPER - ATK terdistribusi
kepada responden !




SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA

LAYANAN PENGADILAN NEGERI
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Panmud| Sekretaris Panitera| Tim Survey WKPN KPN | Persyaratan /| Waktu Output
Hukum Kepuasan Perlengkapan
Masyarakat
Mengumpulkan hasil Link aplikasi | 5 Hari laporan
pelaksanaan survey sudah terisi
dan menetapkan IKM ATK
dan IPAK
Menyusun laporan J— L Aplikasi 1 Laporan
pelaksanaan hasil SISUPER Bulan
survey - Link aplikasi
l SISUPER
+ Data Hasil
1 survey
Menerima laporan - Laporan 1Jam |Laporan
pelaksanaan survey pelaksanaan sudah
hasil survey diterima dan
l ditandatanga
n
Mempublikasikan hasi _l L Laporan hasll | 1Jam | Laporan Hasil
survey dan survey Analisa TKM
menindaklanjuti 3 L Website dan dan IPAK
unsur terendah dari media sudah
hasil survey pengadilan terpublikasi
- Data dan
pendukung ditindaklanjut
i
Mengirimkan hasil L Surat 1Jam | Tanda
survey ke Ditien v pengantar Pengiriman
Badilum melalui Hasil survey dan publikasi
aplikas| SISUPER dan hasil survey
analisanya
Data
pendukung
. Checklist data
survey
- ATK
Mengarsipkan hasil TKM Surat 1Jam |Laporan
dan TPAK pengantar survey
L Laporan hasil tersimpan
pelaksanaan dalam arsip
‘- g
ATK

Penjelasan pada kolom keterangan :

*1 jukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali
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€ Laysnan Hesan & pesan

@ Dawa Responden

it S8t e responder Loy aman

1 Foim Koasioher
i T hesimrer S04

moeran ial sesan dan pesan Andie

Bagaimana pendapat Ssudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan penis pelayanannya pada Pengaditan ?

Tidak Sesual
Kurang Sesuai
Sesunl
Sangal Sesuai

Bagaimana pemahaman Saudara temtang kermudahan prosedar polayanan pada Pengaddan ?
Tidak Mudah
Kurang Mudah
Mudah
sangal Mudah

w3

o ‘Bagaimana pendapat Saulara lentang kecepatan waklu Pengudilan dalam memberikan pelsyanan 7
Tidak Cepst
Kurang Cepal
Cepat
Sangat Cepal

4 Bagaimana pendapat Seudirs tentang bisya/tenf yang dikenaken pada pelayanain di Pengadilan SESUAT DENGAN TARIF RESMI ?

Tickak Setuju
Kurang Setuu
Satuju
sangat Setufu

Bogaimana pendapat Saudara tentang kesesualan hasi| yang didapatian dan pelayanan dengan jenss fayanan yang dibertkan ?

Tidak Sesusi
Kurang Sesuai
Sesuai

Sangst Seaosi

B Eagaimana pendapat Saudara fentang kompetensikemampuan petugas dalam petayanan ?
Tidak Kempeten
Kurang Kompeten
Kompaten
Sangat Knmpeten

‘Bagoirmana perdaps] Saudan tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan
Tidak Sepan dan Ramah
Hurang Sopan dan Ramah
Soipan dan Ramah
Sangs! Sopan dan Ramah

Asgaimans pendapat Saudara tentang Barena don prisanna yEng Menunjang dalem pelayanan 7
Buruk
Cukup
Balk

Sangat Balk

[ Eagaimana pendapat Saudara tentang kamen pengadusn pengeuna pelayanan 7
Ticlak ada
Adda titaph tidak dapat diskses
Rurang makshnal
Berfungei dan dikelals dongan haik
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TANGAN (WAARMEKING)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Momor 2 Tahun 1986 fentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
Keputusan  Ketua ~ Mahkamah  Agung  Nomor

KMAJ/032/SK/IVI2006 tentang Pemberlakuan Buku |l fentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan,
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 fentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJUISK.TI.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJUISK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

PERINGATANICATATAN :

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian
menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1,8-3
2. 52
3841
4.D-3
5. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmerking




SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO
AKTIVITAS Staf Panitera Persyaratan KET
PGS | fasir | Kepanitersan|  Muda | Pamitera | e | [Perlengkapan | Wakuw | Ot
Muda Hukum Hukum

1 Menerima dan menelit Surat 1Jam [Berkas
kelengkapan Surat Tidak Pesmiohanan Permahonan
Permohionan Akta ' - h KTP Masing- Waarmerking
dibawah masing ahli
Tangan/Waarmerking waris
dari Pemohon sesuai Kartu Keluarga
dengan Cheakiist Fotocopy dan

i Buku Tabungan
Asi
Surat
Keterangan
Wans
Surat
Keterangan
Kematian
Akia Kelahiran
masing-masing
ahli waris
Checklist

z Memveritikasi Surat 1lam | Berkas
kelengkapan surat Permohonan permohanan
permchanan Akta Sama dengan waarmerking
dibawah " ?T:?r Nomor 1 lengkap
Tangan/Waarmerking ¥ )
dan kelengkapannya ™ Chedklist
sesuai dengan Cheakdist -

3 Membuat Catatan Catatan 1 jam |Catatan
Waarmerking pada Waarrnerking Waarmerking
pernyataan Ahli Waris Tidak Surat pemyataan Surat

Ahli Waris dan Pernyataan Ahli
kelengkapan Waris sudah
dokumen diberikan
ATK catatan
4 | Menelit dan Berkas 1lam |Catatan e
bubuhkan paraf permohonan Waarmer
Ema Calatan - Surat pernyataan surat
Waarmerking surat ahlj waris Pernyataan
R ik et pas
ATK
Meneliti dan Berkas 1Jam [Catatan
e Ca:ah s Surat ph::y;aan :amt K
ﬁmﬁ E surat Tidak ahli waris Pernyataan
pemyataan ahli waris !;Zl:‘?mn ahli wag:sm
Ya ATK

5 | Menandatangani l Catatan 1Jam |Cammn
Catatan wam;l'g ‘;Mua&m;:vn;a . &;ﬂzkﬂm
o s ahli waris pernyataan ahli
waris dengan dihadir ol sy
LR I permohonan ditanda tangan

ATK
6 | Menctat ke dalam buku Catatan ‘ 1Jam [Catatan
skt s SR i
dan nﬂnTEnkm r:r?mr A Ahli Wans yang t=an
pendaftaran serta sudah terangan ahifi
price i | e ol N s s
| R s} n tercatat
A rbemaly gt dokumen buku register
buku regster
ATK
7 Menerima dan menyetor Catatan 1 Jam ZNBP sudah
| Penerimaan Negara 4 :-"uaamrkmg sEror
e A Wori g
sudah )
l ditandatangani
kelengkapan
dokumien
buku remster
ATK
Menyera Catatan 1Jam |-Tanda teima
8 o SP\T ; Waarmerking penyerahan
pemmy&aapmn i Surat pernyataan Asli catatan
" Ahli Wans Surat
bisku ekspedisi permyataan
Blanko tanda Ahli Waris
terima PNBP Tanda
ATK terima PNBP




SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS Staf Panitera KPn/ Persyaratan KET
PTSP Kasir Kepaniteraan Muda Panitera WKPN { Perienglapan Waktu !
Muda Hubkuim Hubum
Mengarsipkan salinan - Salinan Surat 11am | Dokumen
Surat Panyataan Ahli Pernyatsan Ahli diarsipkan
WS Wans dan
kelengkapan
dokumen

S
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OKI BASUK| RACHMAT, SH., MM.MH

MELALUI APLIKAS| ERATERANG

NAMA SOP SURAT KETERAHGAEFLERTROMK

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kera Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 teniang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2016
tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun
2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
44/DJUISK/HMO02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi
Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan
Peradilan Umum.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1060/DJUISK. TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/ISK HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1, SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat keterangan fidak
terlaksana dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.83
2.82
3.81
4.D-3
5. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan Elektronik
3. Komputer

4. Printer

5. Jaringan Internet

6. Scanner

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Registrasi Surat Keterangan Elektronik.




SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG

*1  Dokumen asl diperfihatikan oleh pemohon

| P | MUTU BAKU
No
AKTIVITAS staf Ket
Petugas Panmud Persyaratan/
| PTSP Kasir I;Ia:hn;t:‘d Gl Panitera| KPN Perdengkapan Waktu Output
1. | Menerima dan ~ Datadiri pemchon. | 1Jam  |Kelengkapan surat
| meneliti berkas —Dokumen elektronik
| Surat Permohonan Tidak surat permohonan elektronik yang
| dan kelengkapan +~ Dokumen elektronik sudah dichecklist
| data persyaratan identitas
baik yang diajukan (KTP,Paspor,SIM)
| secara elektronk ~ Dokumen elektronik
| ataupun manual SKCK
| sesual checkiist - Dokumen elektronik
foto
~ Copy Ljasah terakhir
— Buku register
~ Checkiist
~ Komputer
e - ATK _
2. Verifikasi. ~Asll data dirl 1lam |Berkas permohonan
kedengkapan data pemohon berikut
persyaratan. | —asl dan kelengkapannya
salinan/fotocopy
surat permohonan
/ - Asli dan
salinan/fotocopy
Ya | ientitas [
—Asli dan |
salinan/fotocopy
SKCK ,
—Fato |
—Tanda terima ‘
| persyaratan ‘
LATK
| 3 [Mencetak Konsep Permohonan surat | 1Jam | Konsep surat
Surat Keterangan A J Tidik keterangan keterangan
| < elektronik
| ’ - Kelengkapan
| persyaraian
| =~ ATK |
| 4. | Memeriksa konsep | ~Konsep Surat | 1Jam  Konsep Surat
| Surat keterangan keterangan keterangan
elektronik elektronlk {elektronik
—Kelengkapan surat |yang sudah
keterangan |diperiksa dan
elektronik | diparaf
- ATK . ,
| = .
5. | Memeriksa konsep | —Konsep Surat | 1lam | Konsep Surat
Surat keterangan ' keterangan |keterangan
elektronik | elektronik yang |elektronik
sudah diperiksa lhfang sudah
kelengkapannya |dlpe1iksa dan
I —ATK idiparaf
6 Menandatangani | ¥  Sumat keterangan 1Jam  Surat keterangan
surak keterangan | elektronik yang elekironik
alektronik ' sudah diparaf sudah ditanda
. [ -ATK tangani ‘
7. Menerima dan —Permohonan surat | 1Jam - Disstor PNBP tepal ‘
menyetor ‘J keterangan wakiu
Penerimaan Negara elektronlk ~ Tanda terima |
Bukan Pajak (PNBP) | - Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
| PNBP/Buku Induk |
HHE | |
8. | Menyerahkan Surat | Suratketerangan | 1Jam | Tanda terima *1
keterangan | elektronik penyerahan surat
glektronik ‘ keterangan
 kepada Pemohon | = elektronik |
9. | Mengarsipkan 1 Salinan Surat 1Jam | Arsip surat |
| berkas [ keterangan kelerang?an
| Permohonan Suat ‘ (- elektronik elektronik
keterangan | |
elektronik ' |
T
Penjelasan pada kolom keterangan :




NOMOR DP 08/KPN.W14-U27/0T.1.6/IV/2026
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
A\ 74 DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA $ \
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK [
Jaian Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk \
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganjuk@amail cor OK!I BASUKIRACHMAT, S.H., MM.M.H
NAMA DP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK
MELALUI APLIKASI TERANG
No. Urut Tanggal Surat Identitas Pemohon No. Dan Surat Keterangan




NOMOR SOP 09/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Mganjuk Kelas B
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM ﬁ
PENGADILAN TINGGI SURABAYA il
PENGADILAN NEGERI NGANJUK :
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk : ' :
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganjuk@armail. com OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M.MH
NAMA SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 fentang Peradilan
Umum sebagaimana ftelah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

4, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kera Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepanitersan Dan
Kesekrelariatan Peradilan,

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminisirasi Perkara
dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elekironik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Momor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

9. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
KMA/O32/SK/IV/2006 fentang Pemberlakuan Buku I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

10. Keputusan ~ Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor:
143/KMA/SKIVII2007 tentang Pemberlakukan Buku |
11. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung  Nomor

026/KMA/SK/NI/2012 Peradilan.

12. Keputusan Ketua 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Mahkamah
tentang Standar Agung Petunjuk Pelayanan Nomor Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara
Elektronik.

13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor:  3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang  Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan
Peradilan Umum

1, SOP Kepaniteraan Pidana
2. SOP Kepaniteraan Perdata
3. SOP Kepaniteraan Hukum
4. SOP Kepaniteraan Tipikor

PERINGATAN/CATATAN :

Apabila SOP fidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. 5-3 Hukum

2. 3-2 Hukum

3. 5-1 Hukum

4. S- 1 Sistem Komputer
5.0D-3

6. SLTA/ Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3, Printer

4. SIPP

5. Buku ekspedisi dan Berita Acara penyerahan berkas
6. Lemari / Rak Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Arsip Perkara




SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN

Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Staf Kepaniteraan Panitera Muda| Petugas Persyaratan /| |[Waktu Output
Hulkum Hukum Arsip Perlengkapan Ket
Menerima berkas perkara — Petugas 1 Jam | — Tanda terima
dari Kepaniteraan D Tidak penerima berkas penyerahan
Perdata, Pidana, Tipikor, - Berkas Perkara berkas
— Berita Acara — Berita Acara
penyerahan Penyerahan
berkas perkara
~ Buku Ekspedisi
— Checkdist
— ATK
Meneliti kelengkapan — Berkas Perkara iJam | - Taruiar::jiriarra
Berkas Perkara — Berita Acara penyerahan
penyerahan berkas
berkas perkara - Berita Acara
~ Buku Ekspedisi Penyerahan
Ya — Checklist
Menyusun berkas perkara - Berkas Perkara 1 Jam | Berkas perkara *1
berzaasarkse;al_:a Tahun v - Data ::E:a Er;g; :fn:?i:api
Perkara penyi n,
memasukkan ke dalam - a ?rdp _ dalam arsip
box arsip - lemari arsip
- Ruang arsip dan
perlengkapannya
Menginput da data —Berkas Perkara, | 1 Jam | - Data arsip
be'-:nkgasnﬁerkarankfz;am Data perkara sudah terinput
Sistem Informasi X yang diterima, dalam SIPP
Penelusuran Perkara — Buku Ekspedisi ~ Elektronik
(SIPP). ~ Komputer/ laptop Daokumen
— Elektronik terinput dalam
Dokumen aplikasi SIPP
— Aplikasi SIPP
Membuat daftar isi dan J — ATK 1 Jam | Berkas telah
melekatkan di sisi depan - Komputer diarsipkan
box file arsip - ggtkalsogm
- i |
penyimpanan
— Box Arsip
— Rak [ lemari arsip
Menerima laporan - Data lokasi 1 Jam | Laporan
pengarsipan telah penyimpanan. pengarsipan
terlaksana
Penjelasan pada kolom keterangan :

#1  Susunan berkas disesualkan dengan ketentuan Buku II




DIREKTORAT JENDRAL BADMI PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
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NOMOR SOP 10/KPN.W14-U27/QT.1.6/V/2026
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA =4
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK f
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk 2N
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganjuk@gmail.com OK| BASUKI RACHMAT, SH., MM MH
NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1.

10.

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  2-144/KMA/SK/VIIF2022  Tentang  Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

026/KMAJSK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di
Pengadilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJUISK. TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJUISK.HM1.1.1//2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. S0P Kepaniteraan Perdata
3. SOP Kepaniteraan Hukum
4. SOP Kepaniteraan Tipikor

PERINGATAN/CATATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak
dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. 83 Hukum

2. 5-2 Hukum

3. 51 Hukum

4. S-1 Sistem Komputer
5.D-3

6. SLTA/ Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4, Register Permohonan Informasi

5, Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya




SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

Pelaksana Mutu Baku
No.| Aktivitas [Petugas PTSP  PPID pﬂ?k?;m Atasan PPID | Dewan Persyaratan |
(Petugas | (Panmud Pertimbangan oo Waktu| Output
(Kasub & | (Sekretaris) Periengkapan
Informasi) Hukum) Panmud)

1. | Menerima dan - Formulir 1 jam | Permohonan
mencatat permohonan Infarmasi
permohanan - KTP [ Bukti Diri tercatat dalam
informasi - Komputer register
s S
o nik - Identitas diri dan
kedalam register Anciae Irdormes

yang dibutuhkan
- ATK

2 Meneﬂmau:aan — i mmﬂm ko ﬁfmpm

mel
Tgana - Data diri pemohon tercatat dalam
informasi - Register register

3. | Meneruskan - pn?un'nh;nm 1 jam | Keputusan

informa tentang
FITes - Informasi yang informasi
kepada atasan
PPID karena e
informas! tidak |
bisa diputuskan
g “:fh PPID - Surat Permchonan | 1 jam | Surat fawaban
asan PPID pemohon disertai
menolak informasi dengan alasan
informasi ] Tﬁaﬂnggwaapan mné pepo
n
Ya dari PPID
1 -Surat  Penolakan | 1 jam| Surat

5 | Pemahon PPID Jawaban dari
mengajukan J . Surat Permohenan Atasan PPID
keberatan atas chon
penolakan oleh Fn?;‘rm
PPID - Keberatan  atas

penolakan  oleh
PPID
- Surat Permohonan | 1 jam| Surat
atau menolak informasi n keberatan
keberatan atas - Keberatan  atas dengan
permohonan penolakan memberikan
informasi Informasi
atau
Ya Menguatkan
1 penolakan
- permohonan 1 jam Informasi

7 ”;EHWPIW lsuai informasi yang

:;1 a?ng"almn e - Data diri pemohon tersedia
Wtaer —1— = EHfﬂTT:? Yang
pemochon - Informasi Tanda terima

8 | Menyerahkan 4 :;sedia. s
informasi - Biaya
melalui PTSP penggandaan dan

I transportasi sesual
ketentuan
- Berkas Informasi | § jam | Berkas
9 | Arsip Tidak - Keberatan atas Informasi
MIakanjawaba diarsipkan
- Surat n ngan rapl
atasan PPID e e




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Jalan Dermejoya No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganiuk@amail.com

NOMOR DP 10/KPN.W14-U27/0T.1.6/1v/2026
TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026 i
DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri fldanjuk Kelas IB
OKI BASUKI RACHAT, S.H,, M.M.M.H
NAMA DP PELAYANAN PEMBERJAN INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS |-B
JI. DERMOJOYO No. 20 NGANJUK

TELP. (0358) 321666, 321752 FAX. (0358) 321752
Web : www.pn-nganjuk.go.id

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis *
Nomor Pendaftaran **

NGANJUK - 64418

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Lembar depan
untuk Pengadiian

p—————

———

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon

Rincian informasi yang dibutuhkan

Tujuan penggunaan informasi

Cara Memperoleh informasi ™*

[ ] Melihat/membaca/mendengarkan ™

| |  Mendapat salinan informasi (Softcopy/hardcopy)™*

Cara mendapatkan informasi **

[ ] Mengambil langsung

[ ] Emai

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

—
| KEPUTUSAN PPID |
F ] Terima ‘

L‘ Tolak

TTD PPID ‘

‘ Alasan Penolakan:







NOMOR SOP

11/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nanjuk Kelas B
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. { Kab. Nganjuk J A
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.noanjuk@amail com OK| BASUKI RACHMAT, SH, M.M. MH
NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1,

10.

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Nemor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana felah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Adminisirasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor  2-144/KMA/SK/VIIN2022 Tentang  Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMA/SK/I/2012 fentang Standar Pelayanan Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi
di Pengadilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1//2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. SOP Kepaniteraan Perdata

3. SOP Kepaniteraan Hukum
4. SOP Kepaniteraan Tipikor

PERINGATAN/CATATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pefayanan peradilan tidak

dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. S-3Hukum

2. 5-2Hukum

3. S1Hukum

4. 51 Sistem Komputer

5 SLTA
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. AlatTulis Kantor (ATK)

2.  Komputer

3. Printer

4. Register Permohonan Informasi

5, Formulir-formulir dokurnen pendukung lainnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya




SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

Pelaksana Mutu Baku Ket.
Aktivitas Petugas PTSP PPID PPID Pelaksana | Persyaratan/ | ... &
{Petugas Informasi)| (Panmud Hukum) | (Kasub & Panmud) | Perdengkapan utput
Menerima dan - Formulir 1jam | Permohonan
mencatat (_) permohonan Informasi
permohonan -KTP / Buktl Diri tercatat
informasi baik secara K : dalam
langsung maupun - Komputer register
secara tidak langsung -Bulku register
kedalam register - Identitas diri dan
rincian informasi
yang dibutuhkan
-ATK
Menerima dan L i - parmohonan ijam | Permohonan
menganalisa informasi Informasi
permohonan - Data diri tercatat
informasi I pemohon dalam
\ - Register reqgister
Menyiapkan informasi - permohaonan 1jem | Informasi
sesiual dengan informasi yang
permintaan pemohon -Data diri tersadia
pemohon
- Informasi  yang
I tersedia
Menyerahkan 2 -Informasi yang | 1jam | Tanda
informasi melalul tersadia terima
PTSP - Blaya
penggandaan
dan
transportasi
sesuai
ketentuan
Arsip ¥ Berkas informasi 1 jam Berkas
informasi
- e
dengan rapi




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Jalan Dermojoyo No. 20, Kelurahan Payaman, Kec. [ Kab. Nganjuk
Website: www.pn-nganjuk.go.id Email: pn.nganjuk@amail. com

NOMOR DP 11/KPN.W14-U27/0T.1.6/1V/2026
TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri jdganjuk Kelas IB
Ke
R
| b’
OKI BASUKI RACHIWIAT, S.H., MM MH
NAMA DP PELAYANAN PEMBERJAN INFORMASI
TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGER!

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I-B

JI. DERMOJOYO No. 20 NGANJUK

TELP. (0358) 321666, 321752 FAX. (0358) 321752
Web : www.pn-nganiuk.go.id

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis *
Nomor Pendaftaran **

NGANJUK - 64418

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

[

! Lembar depan

: untuk Pengadilan
1

= -

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor telepon

Rincian informasi yang dibutuhkan

Tujuan penggunaan informasi

Cara Memperoleh informasi ***

] Melihat/membaca/mendengarkan ™**

[ |  Mendapat salinan informasi (Softcopy/hardcopy)™**

Cara mendapatkan informasi *™** [_] Mengambillangsung [ ] Emai
Petugas Informasi Pemohon Informasi
keputusanePD | [ ropep |
:l Terima ‘ \
D Tolak i ]
= 1
| Alasan Penolakan: ‘







NOMOR SOP 12/KPN.W14-U27/0T.1.6/1v/2026
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 20 April 2026
PTGL. EFEKTIF 20 April 2026
DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ey i
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM |
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Demmojoyo Mo. 20, Kelurahan Payaman, Kec. | Kab. Nganjuk > |
Webstte: www.pn-nganjuk.go.id Email, pn.nganiuk@qmail. com OK| BASUKI-RACHMAT, SH., M.M. M.H
NAMA SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA
(BULANAN/ 4 BULA 6
BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | 1. SOP Kepaniteraan Perdata
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ' .
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 2./ 508 Faganirman Poaa
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun | 3. SOP Kepaniteraan Tipikor
1986 tentang Peradilan Umum. .
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang .. SOE Repenloren LI
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan | 5. SOP Kepaniteraan PHI
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali ; ;
diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI . BOR Kepan.rteman Pa?nkanan
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas | 7. SOP Kepaniteraan Niaga

10,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Nomor
KMA/O32/SK/IV/2006 tentang Pemberfakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Keputusan Kefua Mahkamah Agung Rl Nomor
139/KMA/SK/X/2011  tentang pemberiakuan  formulir
laporan pengadilan versi baru secara elektronik

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Nomor

026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  3/DJUMMO02.3/6/2014 tentang  administrasi
pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan
peradilan umum

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 2992/DJUISK/MHM.02.3/9/2019 Tentang
Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan
Umum Secara Elekironik Melalui Website di Lingkungan
Peradilan Umnum.

8. SOP Kepaniteraan HAM

PERINGATANICATATAN :

Apabila SOP fidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak
dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1, 5-3 Hukum
2. 5-2 Hukum
3. 5-1 Hukum

4, 8-1 Sistem Komputer

5. SMU

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. AlatTulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Bukuekspedisi

5. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Formulir-formulir laporan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Laporan perkara Perdata, Pidana, Pidana Anak dan Tipikor




SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANANITAHUNAN) PENGADILAN NEGERI

Pelaksana Mutu Baku
r Ketua [
NO. Altivitasp - Staf Panitera | panitera | wakil Persyaratan / |Waktu t Ket
paniteraan| Muda Ketu Perl ka Outpu
Hukum Hukum . Sl
1. | Menerima laporan data L Laporan data 1 Jam |Data Keadaan "1
perkara dari Perkara dari Perkara dari
Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan
- Buku ekspedisi
2. | Merekapitulasi laporan ¥ L Laporan data dan | 6 Jam | Konsep laporan
keadaan perkara, klasifikasi jenis keadaan perkara
Klasifikasl jenis perkara Perkara dan klasifikasi
- jenis perkara
3 | Membuat surat L - Konsep laparan 1 Jam | Konsep Surat
pengantar Tidak keadaan perkara pengantar yang
= dan klasifikasi sudah di paraf
perkara
l - Konsep surat
pengantar
4. | Menelit konsep ~ Konsep Laporan 1 Jam | Konsep Laporan
Laparan keadaan keadaan perkara keadaan perkara
perkara, klasifikas! = _ Kiasifikasi jenis dan klasifikasi
jenis perkara, dan perkara jenis perkara
surat pengantar | Konsep Surat Konsep Surat
Ya pengantar yang pengantar yang
sudah di paraf sudah di
tandatangani
5. | Menandatangani — Konsep Laporan 1 Jam | Laporan keadaan
konsep laporan dan keadaan perkara, perkara,
surat pengantar . klasifikasi jenis klasifikasi jenis
perkara, dan Surat perkara, dan
Pengantar yang Surat Pengantar
telah diparaf yang telah
ditandatangani
Panitera
6. | Menandatangani | Laporan keadaan | 1 Jam | Laporan keadaan
laporan yang sudah perkara, klasifikasi perkara,
ditandatangani panitera jenis perkara, dan kiasifikasl jenis
| Surat Pengantar perkara yang
yang telah telah
ditandatangani ditandatangani
Panitera KPT/WKPT
7. Mengirimkan laporan | Laporan keadaan | 1 Jam | Bukti pengiriman
keadaan perkara perkara, klasifikasi laporan
satelah diberikan jenis perkara, dan
nomor surat ke Surat Pengantar
Pengadilan Tingal yang telah
ditandatangani
8. Mengarsipkan laporan L Laporan keadaan | 1 Jam Arsip
keadaan perkara perkata, Klasifikasi
jenis perkara, dan
Surat Pengantar
yang telah
ditandatangani
Bukt pengiriman
laporan

Penjelasan pada kolom keterangan -
*1 Disesuaikan dengan jenis laporan
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo Mo. 20, Kelurahan Payaman, Kec. | Kab. Nganjuk
Website: www.pn-nganjuk.go.id Emall: pn.nganjuk(@gmail.com

NOMOR SOP 13/MKPN.W14-U27/0T.1.6/\/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 20 April 2026

PTGL. EFEKTIF 20 April 2026

DISAHKAN OLEH Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B

OKI BASUKI RACHMAT, SH., MMM MH

NAMA SOP PEMINJAMAN DAN P EMBALIAN ARSIP

BERKAS PERKAE!_L GADILAN NEGERI

DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Perafuran | 1. SOP Kepaniteraan Perdata
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 2. SOP Kepaniteraan Pidana

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | 3. SOP Kepaniteraan Tipikor
Umum sebagaimana telsh beberapa kali diubah terakhir | 4. SOP Kepaniteraan Hukum
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang | 5. SOP Kepaniteraan PHI
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun | 6. SOP Kepaniteraan Perikanan
1986 tentang Peradilan Umum. 7. SOP Kepaniteraan Niaga

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan. 8. SOP Kepaniteraan HAM

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,

A PERINGATAN/CATATAN :

10.

1.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025
fentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Keputusan ~ Ketua ~ Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMAISK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
KMA/O32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan  Buku i
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan ~ Ketia ~ Mahkamah ~ Agung  Nomor
143/KMA/SKIVII/2007 tentang Pemberiakukan Buku |.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 fentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  3/DJUHMO23/6/2014  tentang  Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan
Peradilan Umum.

Apabila SOP fidak dilaksanaken secara konsisten pelayanan peradilan tidak
dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. -3 Hukum

2. 5-2 Hukum

3. 8-1 Hukum

4. 5-1 Sistemn Komputer
5. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer
Printer

Register Peminjaman berkas perkara
. Formulir Peminjaman berkas perkara

o W N

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Buku register peminjaman arsip perkara
2. Aplikasi Kearsipan




SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas staf Staf
Panmud Pe tan | Ket.
aniteraan | Pengelol TN
Kenﬂuumm Ep 3 Hukum Panitera Ketua Perlengkapan Waktu Output

1 ME“E;"FE ~ Formulir 1jam | Formulir
permintaan ( ) infaman
peminjaman berkas ﬂfgﬁ mﬂfﬂmn
perkara ~ Tdentitas

peminjam
~ Alasan
peminjaman

2. | Mencatat J — Formulir 1jam | Surat
permohonan peminjaman Peminjaman
peminiaman berkas Tidak berkas perkara botkns perkiis
pada reglster < - Buku register yang telah dilsi
ﬂEITiﬂjEll'l‘l&l'l berkas 1 peminjaman DEH‘QhOf‘I dan

arslp perkara ditandatangani

3. | Meneliti - Formulir 1jam |persetu *1
permohanan Tidak peminjaman Panrm:jlum
peminjaman berkas & Ya berkas Huikestn
perkara. [ (disposisi)

4. | Meneliti dan ~ Formulir 2 jam | Formulir sudah
memandatangani peminjaman ditanda tangari
formulir berkas oleh Panitera
perselujuan
peminjaman berkas Ya
perkara e

5. | Menandatanganl ‘l — Formulir 1jam |Formullr sudah
formulir peminjaman ditanda tangani
persetujuan berkas oleh Ketua
peminjaman berkas
perkara untuk
diketahui —

6. | Mencari dan - Data Arsip SIFP 2 jam | Berkas perkama
Mengambil berkas T - Asip  Berkas
perkara melalul Perkara
Sistem Informasl
Penelusuran l
Perkara (SIPP)

7. | Menginput l SIPP dan Regiter | 1jam pata  terinput
peminjaman berkas Peminjaman berkas dalam SIPP dan
perkara dalam SIPP tercatat dalam
dan mencalat register
dalam register
peminjaman berkas
perkara

8. | Menyerahkan ~ Berkas Perkara 1jam |Bukt *2
berkas perkara - ?;ﬁ kﬂﬁlGDEdisi peminjaman
kepada injam - st

o kelengkapan
berkas

9. | Menerima — Berkas Perkara 3hari |perkas lengkap| *3
pengembalian 1 4 Tidak — Buku ekspedisi sesuai checklist
berkas — Checklist peminjaman

e kelengkapan yarg
berkas ditandatangani
l—-—— — Bukti oleh petugas
peminjaman penarima

10. | Meneliti - Berkas lengkap | 1jam | Disposisi
kelengkapan sesual  checklist Panmud
paengembalian peminjaman Hukum untuk
berkas yang diarsipkan

ditandatangani kembali
Ya oleh petugas
penerima

11. | Diarsipkan kemball - Berkas perkara 1jam |Berkas
dan menginput ke - Checklist yang diarsipkan dan
dalam SIPP sudah pengembalian

ditandatangani diinput dalam
oleh petugas dan SIPP
Panmud

- Disposisi
Panmud Hukum

- SIPP

Penjelasan pada kolom keterangan :
*{ Jjka permohonan tidak disetujul maka Panmud memberitahuan kepada pemohon

*3  Staf Pengelola Arsip yang menyerahkan berkas harus di bua
Perninjam wajlb mengembalikan berkas perkara dengan batas

*3

tkan SK oleh Ketua Pengadilan
waktu maksimal 3 (tiga} hari.
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M R S la gy Homuor
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